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TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENDUKUNG
TERWUJUDNYA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong telah
melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi;

b. bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi tidak terlepas dari kontribusi,
kerjasama, pendampingan, partisipasi aktif dan bentuk
dukungan lainnya dari berbagai pihak;

c. bahwa sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan
partisipasi aktif dimaksud, dipandang perlu memberikan
penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dalam
mendukung terwujudnya Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
[I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573};

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
3);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Memberikan Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Dalam
Mendukung Terwujudnya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan
daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tidak menimbulkan hak keuangan dan diberikan dalam bentuk
piagam penghargaan dan/atau bentuk apresiasi lainnya sesuail
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
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KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal | “u\\ ‘),gg_()
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

D b2 e




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 100.3.3.2/ ?,9'} JKUM/2026

TANGGAL | YA 2o0)

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM

MENDUKUNG TERWUJUDNYA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS

DARI KORUPSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

!No

NAMA

JABATAN DALAM DINAS

1.

H. Muhammad Rasyid, S.Sos., M.H.

A
KET |

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.

Farina Prawitasari, S.E.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satlu Pintu

Dahlan, S.IP., M.M.

' Terpadu
Tabalong

i Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Kabupaten

['T. Mian Asi Hutabarat, S.E., M.M.

Kepala Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Informasi Penanaman Modal pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

Hj. Ruzaida Fitriani, S.Hut., M.Ling.

- Penanaman
i Penanaman

Kepala Bidang
Modal dan Promosi
Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tabalong

Perencanaan

Herwindu, S.So0s., Kp., M.A.

' Kepala Bidang Pengelolaan Data dan
: Sistem

Informast pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tabalong

Sri Endang Fitriany, S.Sos.

"Elly Ratnawati, S.E.

Kepala Subbagian Perencanaan dan

. Keuangan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tabalong
Kepala  Subbagian Umum
Kepegawaian pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tabalong

dan|

Yuhyi Reza, S.IP, M.AP.

- Analis Kebijakan Ahli Muda pada

Modal
Satu

dan
Pintu

Dinas Penanaman
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Tabalong

10.

Masrulah, S.E., M.S1.

' Pelayanan
| Kabupaten Tabalong

Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Pintu

11.

Dewi Rosidah, S.Pi.

Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong
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Dinas Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

NO NAMA JABATAN DALAM DINAS

. 12. | Noorita Hidayati, S.P. Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

13. | Endang Sri Hidayati, S.Kom. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong _

"14. | Purnama Sari, S.Kep, Ns. Pengolah Data dan Informasi pada
Dinas Penanaman  Modal dan
| Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu

) Kabupaten Tabalong
15. | Anita Arniani, S.E. Pengolah Data dan Informasi pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong
16. | Nilam Sari Ekawati Pengadministrasi Perkantoran pada
Dinas Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong
17. | Salamiah, S.AP. - Penelaah Teknis Kebijakan pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
B Kabupaten Tabalong o
18. | Hazatul Laila, S.AP. Penelaah Teknis Kebijakan pada
Dinas Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
_ i Kabupaten Tabalong
19. | Eka Sartika, S.AP. Penelaah Teknis Kebijakan pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
__ Kabupaten Tabalong ;

20. | Basih Prihatin, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan pada
Dinas Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

21. | Syabani, S.ST. Pranata Komputer Ahli Pertama pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

22. | Lenny Helmiyanti, A.Md,Kom. Pengolah Data dan Informasi pada
Dinas Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
| Kabupaten Tabalong

23. | Abdul Muthalib, S.E. Analis Sumber Daya Aparatur Ahli
Pertama pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tabalong

24. | Rizka Ananda, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama pada
Dinas Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

25. | Amal Fathullah, S.Pd. Penata Layanan Operasional pada
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26. | Dikie Andre Setiawan, S.Kom. Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

27. | Ridha Triana Ruskaninda, S.AP. Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

28. | Gusti Khairunnisa, S.Pd. Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

29. | Aisyah, S.H. Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

30. | Jubaidah, S.A.P Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

31. | Muhammad Igbal, A.Md. Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

32. | Riana Rahmaningati, A.Md. Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

33. | Devi Putri Milanda Pratiwi Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

34. | Dody Miezar Ansyorie, A.Ma.Pd.Or. |Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

35. | Fattahunnisa, S.AP. Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

36. | Ine Nurminasari Penata Layanan Operasional pada
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong
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